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PENETAPAN
Nomor 54/Pdt.G/2014/PA.Br
s> 2l goz Ll alll puns
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan
oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
honorer bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut
penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut
tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17

Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam

register perkara Nomor 54/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 17 Februari 2014 pada

pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari

Sabtu, tanggal 19 Oktober 2013 di JI. Kabupaten Barru sesuai dengan
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Kutipan Akta Nikah Nomor 244/25/X/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tertanggal 22 Oktober 2013.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah
membina rumah tangga selama empat bulan di rumah orang tua penggugat
di Jalan Sunu (Barru) dan tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis
karena pernikahan antara penggugat dan tergugat atas keinginan orang tua
penggugat dan tergugat, namun penggugat tetap berusaha untuk mencintai
tergugat.

4. Bahwa selama penggugat dan tergugat menikah, penggugat dan tergugat
tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri karena tergugat
mengalami lemah syawat tetapi penggugat tetap berusaha untuk bersabar
dan menyuruh tergugat berobat.

5. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2014, penggugat dan tergugat bertengkar
disebabkan tergugat tetap tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai
seorang suami bahkan penggugat juga merasa tersiksa karena tergugat
hanya merabah-rabah penggugat dan akhirnya tergugat kembali ke rumah
orang tua tergugat di Tung (Barru).

6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal
15 Februari 2014 sampai sekarang (2 hari), dan selama itu penggugat dan
tergugat tidak saling memedulikan lagi.

7. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi
mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat

mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.
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Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cqg. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :
Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
Subsider :
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dengan
tergugat telah hadir di muka persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis mendamaikan penggugat dengan tergugat
agar rukun kembali sebagai suami isteri dan atas pertanyaan ketua majelis
penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan telah berdamai
dengan tergugat dan penggugat memberi kesempatan kepada tergugat untuk
berobat dan perdamaian tersebut dibenarkan oleh tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka berita acara
persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat sebagaimana tersebut
di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

penggugat dengan tergugat telah hadir di muka persidangan.
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Menimbang, bahwa oleh karena penggugat menyatakan bahwa penggugat
dengan tergugat telah rukun kembali dan  telah mencabut gugatannya dan
pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya,
maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, maka majelis
hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara nomor 54/Pdt.G/2014/PA.Br patut
dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu
lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka
berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan

peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 54/Pdt.G/2014/PA.Br dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 M.,
bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1435 H, oleh Dra. Hj. Martina Budiana
Mulya., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. St. Hasmah dan Marwan, S.Ag.,M.Ag.,
masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh
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hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai panitera
pengganti, dan dihadiri oleh penggugat dengan tergugat.
Ketua Majelis
Hakim Anggota ttd
ttd
Dra. Hj. Martina Budiana Mulya
Dra. Hj. St. Hasmabh.
ttd Panitera Pengganti
Marwan, S.Ag.,M.Ag. ttd

Dra. St. Hasnani
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Perincian biaya :

e Pendaftaran :Rp 30.000,00
e ATKPerkara :Rp 50.000,00
e Panggilan : Rp 100.000,00
¢ Redaksi :Rp 5.000,00

e Meterai :Bp__6.000.00

Jumlah : Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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